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Abstract 

This study discusses the transfer of inheritance assets carried out unilaterally by one of the heirs without 

the consent of the other heirs, which often gives rise to legal protection in society. This problem is 

explained based on the provisions of the Civil Code (KUHPerdata), specifically Article 830, Article 528, 

Article 1320, as well as the jurisprudence of the Supreme Court which states that an heir can represent 

the legal interests of other heirs in a lawsuit for the return of inheritance assets. Where Also This study 

aims to examine the legal protection for heirs who are harmed due to the unilateral transfer of 

inheritance and to explore the role of the court in resolving inheritance cases. This study uses a normative 

legal research type with a regulatory approach, and cases. The conclusion of this study is that legal 

certainty and protection of the rights of heirs must be a priority in every process of transfer of inheritance 

assets. Litigation provides a guarantee of legal certainty, while mediation offers a solution that better 

maintains family harmony. Therefore, this study emphasizes the need for a balance between legal 

certainty and family values in resolving inheritance rescue in Indonesia. 

Keywords: Transfer of Inheritance, Agreement of Heirs, Inheritance 

 

Abstrak  

Penelitian ini membahas mengenai pengalihan harta warisan yang dilakukan secara sepihak oleh salah 

satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, yang sering menimbulkan sengketa hukum dalam 

masyarakat. Permasalahan ini dianalisis berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), khususnya Pasal 830, Pasal 528, Pasal 1320, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang 

menegaskan bahwa seorang ahli waris dapat mewakili kepentingan hukum ahli waris lainnya dalam 

gugatan pengembalian harta warisan. Dimana Juga Penelitian ini Bertujuan untuk mengkaji 

perlindungan Hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat Pengalihan Warisan secara Sepihak Dan 

Untuk menggali Peran Pengadilan dalam Menyelesaikan Perkara Waris. Penelitian ini menggunakan 

Jenis Penelitian Hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan kasus. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah bahwa kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris harus menjadi 

prioritas dalam setiap proses pengalihan harta warisan. Jalur litigasi memberikan jaminan kepastian 

hukum, sementara mediasi menawarkan solusi yang lebih menjaga keharmonisan keluarga. Dengan 

demikian, penelitian ini menegaskan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai 

kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia. 

Kata kunci: : Pengalihan Warisan, Persetujuan Ahli Waris, Warisan 

PENDAHULUAN  
Hukum waris merupakan salah satu pilar 

krusial dalam sistem hukum perdata di 

Indonesia yang secara spesifik mengatur 

peralihan hak, kewajiban, dan harta kekayaan 

dari seseorang yang telah meninggal dunia 

kepada para ahli warisnya yang sah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 830 Kitab 

https://naluriedukasi.com/index.php/mahkamahhukumjournal/index
mailto:mahkamahhukumjournal@gmail.com
https://doi.org/10.64924/85a01g64


63 

Monica Anggelia Pantow, Agustien Cherly Wereh, Stince Sidayang 

(Analisis Hukum terhadap Pengalihan) ... 

 

 
 

 

Jurnal Mahkamah Hukum 

Vol 2,. No 2, Tahun 2025 

ISSN: Online 2774-6984 

Copyright ©2025 

Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), pewarisan mutlak hanya dapat 

terjadi karena adanya peristiwa kematian. 

Kematian inilah yang menjadi titik tolak 

beralihnya status kepemilikan atas suatu 

boedel warisan, baik yang berupa aktiva (harta 

kekayaan fisik maupun hak kebendaan) 

maupun pasiva (utang atau kewajiban hukum 

yang belum terselesaikan). Menurut Subekti 

(2008), hak mewaris dipandang sebagai hak 

kebendaan murni yang langsung melekat pada 

harta peninggalan tersebut sejak pewaris 

menghembuskan napas terakhir. Sistem 

pewarisan yang dianut dalam KUHPerdata 

adalah sistem individual-bilateral, yang berarti 

setiap ahli waris secara individual memiliki 

hak prerogatif yang setara untuk menuntut 

pembagian harta warisan dan memperoleh 

bagian yang menjadi hak mutlaknya sesuai 

dengan porsi proporsional yang telah 

ditetapkan oleh norma hukum positif. 

Meskipun secara normatif hak-hak ahli waris 

telah dijamin secara kokoh oleh undang-

undang, dalam tataran praktik sosiologis, 

proses pembagian boedel warisan kerap kali 

memicu sengketa dan polemik yang 

berkepanjangan di dalam internal keluarga. 

Salah satu permasalahan hukum yang paling 

dominan dan merugikan adalah adanya 

tindakan pengalihan harta warisan yang 

dilakukan secara sepihak oleh salah satu ahli 

waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris 

lainnya yang berhak. Tindakan pengalihan 

ilegal ini umumnya terwujud  

 

dalam bentuk transaksi jual beli aset tanah 

warisan kepada pihak ketiga, hibah, atau 

penguasaan eksklusif secara fisik terhadap 

properti bernilai tinggi. Sengketa semacam ini 

sering kali dilatarbelakangi oleh sifat 

ketamakan, klaim subjektif bahwa pelaku 

memiliki kontribusi lebih besar dalam 

merawat pewaris semasa hidup, hingga adanya 

desakan kebutuhan ekonomi yang instan 

(Sarmadi, 2024). Secara yuridis formal, 

perbuatan pengalihan atas harta warisan yang 

belum terbagi mutlak memerlukan 

kesepakatan bulat dari seluruh ahli waris. 

Tindakan sepihak ini secara nyata melanggar 

Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat 

sahnya suatu perjanjian, di mana unsur 

kesepakatan para pihak tidak terpenuhi secara 

sah, sehingga perbuatan tersebut 

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan 

hukum yang berakibat batal demi hukum. 

Kompleksitas penyelesaian sengketa warisan 

di Indonesia menjadi semakin eskalatif akibat 

hidupnya pluralisme sistem hukum waris yang 

berlaku secara berdampingan di tengah 

masyarakat majemuk. Saat ini, yurisdiksi 

Indonesia mengakui penerapan tiga sistem 

hukum dalam pembagian warisan, yakni 

Hukum Waris Perdata Barat (KUHPerdata) 

yang berlaku bagi masyarakat umum non-

Muslim, Hukum Waris Islam yang merujuk 

pada pedoman Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), serta Hukum Waris Adat yang bersifat 

pluralistik dan sangat bergantung pada tradisi 

masing-masing daerah (Hadikusuma, 2007). 

Pluralisme ini sering kali melahirkan 

kebingungan sosiologis dan friksi interpretasi 

di antara para pewaris, terutama dalam 

keluarga yang memiliki anggota dengan latar 

belakang keyakinan atau ketaatan adat yang 

heterogen. Ketidakpastian mengenai 

parameter sistem hukum mana yang harus 

menjadi panglima acap kali dimanfaatkan oleh 

ahli waris yang memiliki posisi dominan untuk 

mengambil alih penguasaan harta, 

menciptakan narasi pembagian yang 

manipulatif, dan mengalihkannya kepada 

pihak ketiga, sehingga memicu ketidakadilan 

yang substansial bagi ahli waris lain yang 

rentan. 

Menghadapi potensi eksploitasi dan kerugian 

akibat pengalihan sepihak tersebut, sistem 

peradilan wajib hadir melalui instrumen 
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perlindungan hukumnya. Mengacu pada teori 

perlindungan hukum yang digagas oleh 

Satjipto Rahardjo (2000), esensi dari 

perlindungan hukum adalah wujud nyata 

pengayoman atas hak asasi manusia guna 

melindungi subjek hukum dari dominasi dan 

tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks 

pewarisan, KUHPerdata telah meletakkan 

dasar perlindungan bagi ahli waris melalui 

pengakuan atas hak-hak istimewa normatif. 

Hak-hak fundamental tersebut meliputi hak 

saisine (Pasal 833 KUHPerdata) yang 

menjamin peralihan kepemilikan aset secara 

otomatis sesaat setelah pewaris wafat, hak 

hereditatis petitio (Pasal 834 KUHPerdata) 

yang memberikan kewenangan absolut bagi 

ahli waris untuk menuntut pengembalian harta 

warisan dari penguasaan pihak manapun, serta 

hak untuk menuntut pemecahan boedel 

warisan (Pasal 1066 KUHPerdata) yang 

menegaskan bahwa hukum tidak memaksa 

ahli waris manapun untuk membiarkan harta 

peninggalan dalam keadaan tidak terbagi 

dalam waktu yang tidak terbatas (Assagaff & 

Franciska, 2021). 

Dalam kerangka penegakan instrumen 

normatif tersebut, lembaga peradilan 

memegang peranan yang sangat sentral. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia 

melalui konsistensi yurisprudensinya telah 

menunjukkan sikap yang tegas dalam 

melindungi hak-hak ahli waris yang dirugikan 

oleh pengalihan sepihak kepada pihak ketiga. 

Berdasarkan benang merah dari Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1969 

hingga Putusan terbarunya Nomor 2490 

K/Pdt/2015, dianut kaidah hukum yang 

menyatakan bahwa gugatan pengembalian 

harta warisan ke dalam boedel waris tidak 

diwajibkan untuk diajukan oleh seluruh ahli 

waris secara kumulatif. Cukup satu orang ahli 

waris yang bertindak sebagai representasi 

penggugat untuk memulihkan kepentingan 

hukum bersama. Konsistensi putusan ini 

merepresentasikan manifestasi dari teori 

kepastian hukum Gustav Radbruch, di mana 

hukum positif dan vonis hakim mampu 

memberikan prediktabilitas, konsistensi 

perlindungan, dan eksekusi yang tegas demi 

memulihkan hak yang dirampas (Radbruch, 

1973; Mertokusumo, 2010). 

Meskipun jalur litigasi pengadilan terbukti 

efektif dalam membatalkan pengalihan 

sepihak dan menjamin kepastian hukum, 

proses persidangan yang berwatak adversarial 

sering kali menghancurkan hubungan 

kekeluargaan. Paradigma penegakan hukum 

modern saat ini mendorong optimalisasi 

mekanisme penyelesaian alternatif melalui 

mediasi, yang dinilai jauh lebih selaras dengan 

filosofi bangsa tentang musyawarah mufakat. 

Proses mediasi non-litigasi maupun mediasi 

yang diwajibkan di dalam pengadilan 

menawarkan pendekatan restoratif yang 

berfokus pada negosiasi pembagian materi 

secara damai sekaligus pemulihan 

keharmonisan psikologis keluarga (Ilma, 

Muhibbin, & Paramita, 2025). Sayangnya, 

realitas empiris menunjukkan bahwa 

efektivitas mediasi ini rentan menemui 

kebuntuan apabila ahli waris yang menjadi 

pelaku pengalihan memiliki niat buruk dan 

menolak melepaskan dominasinya atas aset, 

sehingga pada akhirnya intervensi otoritas 

peradilan tetap menjadi juru selamat terakhir. 

Diskursus yuridis mengenai pengalihan 

warisan secara sepihak ini sejatinya telah 

diulas dalam beberapa literatur terdahulu, 

yang sekaligus menjadi landasan pijak artikel 

ini. Penelitian oleh Wardhani (2021) berhasil 

membedah secara spesifik akibat hukum dari 

transaksi jual beli tanah warisan secara cacat 

prosedur yang berujung pada kebatalan mutlak 

berdasarkan konstruksi hukum positif. Sejalan 

dengan hal tersebut, kajian hukum yang 

dikerjakan oleh Assagaff dan Franciska (2021) 

menitikberatkan pada inventarisasi hak-hak 

normatif yang melekat pada individu ahli 

waris, serta mengupas bagaimana 
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perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari 

tindakan pihak ketiga yang merugikan 

(Chaterina & Djaja, 2024). Akan tetapi, masih 

terdapat ruang dalam kajian literatur 

sebelumnya untuk mengintegrasikan 

instrumen perlindungan murni normatif 

tersebut dengan evaluasi atas peran strategis 

pengadilan, yaitu sebagai pemberi kepastian 

hukum formal melalui kapabilitas pembatalan 

perbuatan melawan hukum, sekaligus 

posisinya sebagai fasilitator pemulihan 

harmoni melalui instrumen mediasi restoratif. 

Berdasarkan urgensi persoalan dan 

kesenjangan literatur yang telah dijabarkan, 

pemahaman komprehensif terkait arsitektur 

penyelesaian masalah sengketa warisan 

sepihak sangat esensial untuk memitigasi 

kerugian ekonomi maupun keretakan sosial 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini 

bertujuan untuk menganalisis secara 

mendalam konstruksi perlindungan hukum 

bagi ahli waris yang dirugikan akibat 

pengalihan boedel warisan yang cacat 

kehendak. Lebih spesifik, penelitian ini 

membedah efektivitas operasional dari peran 

ganda pengadilan sebagai garda depan 

penjamin kepastian melalui putusan 

berkekuatan hukum tetap, dan fasilitator 

penyelesaian kekeluargaan melalui mediasi, 

sehingga mampu menyuguhkan tawaran solusi 

yang aplikatif, berkeadilan, dan menjamin 

hak-hak asasi setiap individu yang berhak.  

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menerapkan jenis penelitian 

hukum normatif atau yang sering dikenal 

sebagai penelitian hukum kepustakaan. Sesuai 

dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, 

penelitian hukum normatif dipahami sebagai 

sebuah proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip hukum, maupun doktrin 

hukum yang relevan guna menjawab isu 

hukum spesifik yang tengah dihadapi. Fokus 

utama dalam penelitian ini adalah meneliti 

bahan pustaka sebagai data utama, sehingga 

penulis tidak melakukan observasi atau 

penelitian lapangan secara langsung. 

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan 

mengenai pengalihan warisan secara sepihak 

sangat berkaitan erat dengan norma hukum 

positif dan teori-teori hukum yang 

memerlukan analisis mendalam terhadap teks 

hukum tertulis. Tipe penulisan yang 

digunakan adalah deskriptif dengan tujuan 

untuk melukiskan secara akurat fenomena 

hukum terkait pengalihan warisan pada saat 

tertentu. 

Dalam membedah permasalahan hukum yang 

ada, digunakan dua jenis pendekatan 

penelitian yang saling melengkapi. 

Pendekatan pertama adalah pendekatan 

perundang-undangan atau statute approach 

yang dilakukan dengan menelaah berbagai 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan isu pengalihan warisan tanpa 

persetujuan ahli waris lain. Pendekatan ini 

difokuskan pada norma dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sebagai dasar analisis 

hukum positif di Indonesia untuk melihat 

konsistensi antar peraturan hukum. 

Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus 

atau case approach yang menelaah kasus-

kasus yang telah memperoleh putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap. Melalui 

pendekatan ini, peneliti berupaya memahami 

ratio decidendi atau alasan-alasan hukum yang 

mendasari pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara sengketa warisan, sehingga 

dapat dipahami proses penalaran hukum yang 

terjadi dalam praktik peradilan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini sepenuhnya berasal dari data sekunder 

yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan 

hukum. Bahan hukum primer terdiri dari 

norma hukum yang bersifat mengikat, yakni 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan 

hukum sekunder mencakup sumber yang 

memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan 
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primer, seperti buku teks hukum, jurnal 

ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik warisan. 

Selain itu, digunakan pula bahan hukum 

tersier yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan tambahan seperti kamus hukum 

dan ensiklopedia guna memperjelas istilah-

istilah hukum yang kompleks agar 

mempermudah pemahaman terhadap bahan 

primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum 

tersebut dikumpulkan melalui studi 

dokumentasi dan studi kepustakaan yang 

dilakukan secara teliti dan sistematis. 

Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah 

analisis bahan hukum yang dilakukan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Analisis ini tidak hanya sekadar menguraikan 

isi bahan hukum secara tekstual, tetapi juga 

berupaya menafsirkan dan menggambarkan 

gejala hukum yang ada secara analitis guna 

menemukan pola, asas, maupun prinsip 

hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum 

yang telah terkumpul kemudian disusun secara 

sistematis dan dibahas secara mendalam untuk 

menjawab rumusan masalah mengenai bentuk 

perlindungan hukum bagi ahli waris dan peran 

pengadilan dalam penyelesaian sengketa 

warisan. Dengan demikian, metode analisis ini 

diharapkan mampu memberikan jawaban yang 

berbasis pada kebenaran ilmiah, kepastian 

hukum, dan keadilan substantif sesuai dengan 

isu hukum yang diteliti.   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perlindungan hukum terhadap ahli waris yang 

dirugikan akibat pengalihan warisan secara 

sepihak merupakan bentuk nyata dari upaya 

penegakan keadilan dalam sistem hukum 

perdata Indonesia. Berdasarkan analisis 

terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, setiap perbuatan hukum yang 

berkaitan dengan objek waris wajib 

didasarkan pada kesepakatan bulat seluruh 

ahli waris yang sah. Apabila salah satu ahli 

waris melakukan pengalihan aset tanpa 

persetujuan pihak lain, maka tindakan tersebut 

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan 

hukum yang berakibat pada pembatalan demi 

hukum terhadap perjanjian tersebut. Hal ini 

sejalan dengan pandangan Subekti (2008) 

yang menyatakan bahwa harta peninggalan 

atau boedel waris merupakan satu kesatuan 

kepemilikan bersama yang tidak dapat 

dialihkan secara parsial tanpa izin kolektif. 

Fakta ini diperkuat oleh penelitian Wardhani 

(2021) yang menegaskan bahwa pengalihan 

sepihak atas tanah warisan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat karena cacat pada 

aspek kesepakatan para pihak. 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada 

ahli waris yang haknya dilanggar mencakup 

dimensi preventif dan represif. Secara 

represif, ahli waris yang dirugikan dapat 

menggunakan hak hereditatis petitio 

sebagaimana diatur dalam Pasal 834 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata untuk 

menuntut pengembalian harta warisan yang 

dikuasai atau dialihkan secara tidak sah. 

Menurut Assagaff dan Franciska (2021), hak 

ini memberikan legitimasi yang sangat kuat 

bagi individu ahli waris untuk 

mempertahankan bagian mutlaknya tanpa 

harus bergantung pada kehadiran ahli waris 

lainnya. Selain itu, terdapat hak saisine 

berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menjamin bahwa segala 

hak dan kewajiban pewaris beralih secara 

otomatis sejak detik kematian pewaris. 

Penegasan terhadap perlindungan ini juga 

merujuk pada teori perlindungan hukum 

Satjipto Rahardjo (2000) yang menekankan 

bahwa hukum harus berfungsi sebagai 

instrumen pengayoman bagi setiap subjek 

hukum dari tindakan sewenang-wenang pihak 

lain yang memiliki posisi dominan dalam 

keluarga. 

Pembahasan mengenai peran pengadilan 
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dalam sengketa warisan ini mengungkap 

bahwa lembaga peradilan bertindak sebagai 

penjamin kepastian hukum melalui 

yurisprudensi yang konsisten. Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2490 K/Pdt/2016 

menjadi tonggak penting yang menyatakan 

bahwa gugatan mengenai harta waris dapat 

diajukan oleh salah satu ahli waris saja untuk 

mewakili kepentingan seluruh ahli waris yang 

sah. Kaidah hukum ini sangat krusial dalam 

mempermudah akses keadilan, mengingat 

dalam realitas sosial sering kali sulit untuk 

mengumpulkan seluruh ahli waris guna 

mengajukan gugatan bersama. Pengadilan 

berperan memulihkan keadaan dengan cara 

memerintahkan pengembalian objek sengketa 

ke dalam boedel warisan untuk kemudian 

dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. 

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav 

Radbruch (1973), putusan pengadilan 

memberikan kejelasan atas status kepemilikan 

yang sebelumnya menjadi sumber 

perselisihan, sehingga sengketa tidak 

berlangsung tanpa akhir. 

Selain melalui jalur litigasi, peran pengadilan 

juga terlihat dalam optimalisasi mediasi 

sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang 

lebih humanis. Sesuai dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 

setiap perkara perdata diwajibkan untuk 

melalui tahap mediasi sebelum pemeriksaan 

pokok perkara. Kajian Ilma, Muhibbin, dan 

Paramita (2025) menunjukkan bahwa mediasi 

di pengadilan memberikan ruang bagi para 

pihak untuk mencari solusi yang bersifat 

saling menguntungkan tanpa merusak ikatan 

emosional keluarga. Hal ini sangat relevan 

mengingat sengketa warisan bukan hanya 

persoalan materiil tetapi juga melibatkan 

aspek psikologis yang mendalam. Pengadilan 

dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator 

perdamaian yang berupaya menjaga 

keharmonisan internal keluarga melalui 

mekanisme musyawarah yang didampingi 

oleh hakim mediator. 

Efektivitas mediasi non litigasi juga terbukti 

signifikan dalam mengurangi beban perkara di 

pengadilan dan memberikan kepastian hukum 

yang lebih cepat. Sarmadi (2024) mencatat 

bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam 

sengketa keluarga di Indonesia cukup tinggi 

karena selaras dengan nilai-nilai adat dan 

budaya musyawarah mufakat. Meskipun 

demikian, apabila mediasi gagal karena 

adanya itikad buruk dari salah satu pihak, 

maka jalur litigasi tetap menjadi benteng 

terakhir untuk menegakkan keadilan. 

Pengadilan memiliki kewenangan eksekusi 

untuk memastikan bahwa setiap hak ahli waris 

yang telah ditetapkan dalam putusan benar-

benar dapat diwujudkan secara nyata. Dengan 

demikian, perpaduan antara perlindungan 

normatif melalui undang-undang dan peran 

aktif pengadilan baik secara litigasi maupun 

mediasi menjadi kunci utama dalam 

menyelesaikan sengketa pengalihan warisan 

secara sepihak di Indonesia. 

Analisis lebih mendalam mengenai 

perlindungan bagi ahli waris yang dirugikan 

juga berkaitan erat dengan kedudukan pihak 

ketiga yang menerima pengalihan harta 

warisan tersebut. Dalam banyak kasus, pihak 

ketiga sering kali menggunakan dalil sebagai 

pembeli beriktikad baik untuk 

mempertahankan penguasaan atas aset yang 

telah dibelinya dari salah satu ahli waris. 

Namun, dalam hukum waris perdata, berlaku 

asas nemo plus iuris transferre potest quam 

ipse habet, yang berarti seseorang tidak dapat 

mengalihkan hak yang melebihi hak yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, ketika seorang 

ahli waris menjual aset warisan tanpa 

persetujuan ahli waris lainnya, ia dianggap 

telah menjual sesuatu yang bukan merupakan 

hak miliknya secara penuh. Berdasarkan asas 

ini, perlindungan hukum terhadap hak ahli 

waris yang asli harus lebih diutamakan 

daripada perlindungan terhadap pembeli, 

karena dasar hukum peralihan tersebut sudah 

cacat sejak awal. Tindakan pengalihan 
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tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai 

perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai 

Pasal 1365 KUHPerdata, karena telah 

melanggar hak subjektif ahli waris lain dan 

bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku 

untuk menghormati bagian warisan yang 

belum terbagi. 

Konsekuensi hukum dari penerapan Pasal 

1365 KUHPerdata ini adalah kewajiban bagi 

pelaku untuk memulihkan keadaan pada posisi 

semula. Pengadilan memiliki peran krusial 

untuk menyatakan bahwa akta jual beli atau 

dokumen pengalihan lainnya tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat dan harus 

dibatalkan. Hal ini terlihat jelas dalam fakta 

hukum pada kasus keluarga Sugiharto tahun 

2019, di mana pengalihan sepihak oleh anak 

tertua menyebabkan kerugian materiil bagi ibu 

dan saudara lainnya, sehingga hakim 

memerintahkan pembagian ulang sesuai porsi 

hukum yang adil. Ketegasan pengadilan 

dalam membatalkan pengalihan sepihak ini 

merupakan wujud dari pencapaian kepastian 

hukum sebagaimana dikemukakan oleh 

Gustav Radbruch, di mana fakta hukum yang 

jelas harus dirumuskan agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam pemaknaan hak. Dengan 

adanya pembatalan tersebut, objek sengketa 

dikembalikan menjadi harta bersama dalam 

boedel waris yang siap untuk dibagikan secara 

proporsional. 

Selain itu, aspek perlindungan preventif 

melalui peran pejabat umum seperti Notaris 

atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

perlu diperluas pembahasannya. Pejabat 

umum memiliki tanggung jawab administratif 

untuk melakukan verifikasi terhadap 

keabsahan subjek hukum sebelum memproses 

peralihan hak atas tanah warisan. Kurangnya 

transparansi dari ahli waris pelaku pengalihan 

sering kali menyesatkan pejabat umum, 

namun secara hukum, ketiadaan persetujuan 

dari seluruh ahli waris yang tercantum dalam 

surat keterangan waris tetap menjadikan akta 

tersebut cacat hukum. Upaya preventif ini 

sangat penting karena jika Notaris atau PPAT 

bertindak lebih cermat dalam memeriksa 

keabsahan persetujuan kolektif, maka 

sengketa warisan di masa depan dapat 

diminimalisir secara signifikan. Oleh karena 

itu, sinergi antara kesadaran hukum 

masyarakat dan ketelitian pejabat publik 

merupakan pilar utama dalam mencegah 

terjadinya pengalihan warisan yang 

merugikan kepentingan ahli waris lain di 

Indonesia. 

KESIMPULAN 
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan 

bahwa setiap tindakan pengalihan harta 

warisan yang dilakukan tanpa persetujuan 

seluruh ahli waris secara yuridis merupakan 

perbuatan melawan hukum yang batal demi 

hukum. Perlindungan hukum bagi ahli waris 

yang dirugikan telah diakomodasi secara 

komprehensif melalui mekanisme hak saisine, 

hak hereditatis petitio, serta hak untuk 

menuntut pemecahan harta warisan 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Instrumen hukum ini 

memberikan jaminan bahwa hak mutlak ahli 

waris tidak dapat dihilangkan oleh klaim 

sepihak dari anggota keluarga lainnya 

(Assagaff & Franciska, 2021).  

 

Peran pengadilan dalam menyelesaikan 

perkara waris sangat sentral, baik dalam 

memberikan kepastian hukum melalui putusan 

yang bersifat final maupun melalui penguatan 

fungsi mediasi restoratif. Pengadilan berfungsi 

sebagai penjaga keadilan substantif yang 

mampu memulihkan hak-hak yang terampas 

melalui proses persidangan yang berpedoman 

pada yurisprudensi Mahkamah Agung 

(Mertokusumo, 2010). Meskipun litigasi 

memberikan kepastian hukum yang tegas, 

pendekatan mediasi tetap direkomendasikan 

sebagai langkah prioritas guna menjaga 

keutuhan hubungan kekeluargaan. Kesadaran 
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hukum masyarakat akan pentingnya 

transparansi dan komunikasi dalam pembagian 

waris menjadi faktor penentu dalam 

meminimalisir potensi sengketa di masa depan 

(Sarmadi, 2024). 
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